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NOMOR 40/PMK.07/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa telah diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan
untuk kegiatan penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai
Desa;

bahwa untuk penyempurnaan penyaluran,
penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan
serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan

perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
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Mengingat

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700)
diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka 29 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1
(satu) angka yaitu angka 30, sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya

disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara
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yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam
rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah
diserahkan kepada Daerah dan Desa.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah
adalah  kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi
atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota
bagi daerah kota.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat  setempat = berdasarkan = prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam @ sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa
yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata
yang besarnya dihitung berdasarkan persentase
tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi
dengan jumlah desa secara nasional.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung
dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan
Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan
kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja
terbaik.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung
dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa,
angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan
tingkat kesulitan geografis Desa setiap
kabupaten/kota.

Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya
disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan
tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan
tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara
relatif antarDaerah.

Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya
disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan
tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan
variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi
infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana

yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan



2020, No.384

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Dana Desa.

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran
kementerian negara/lembaga.

Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah
unit organisasi di lingkungan Kementerian
Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran
yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara.

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian
anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian
anggaran kementerian negara/lembaga.

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah
satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di
kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan
kerja di kementerian negara/lembaga yang
memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan
untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung
jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA
BUN.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara
Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang
disusun oleh PPA BUN.

Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum
Negara Dana Desa yang selanjutnya disebut RKA
BUN Dana Desa adalah dokumen perencanaan
anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan
dana desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN
Transfer Non Dana Perimbangan.

Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum

Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang
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selanjutnya disingkat RDP BUN TKDD adalah
dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang
merupakan himpunan RKA BUN Transfer ke Daerah
dan Dana Desa.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara
untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa
Bendahara Umum Negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya
disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya
disingkat RKUN adalah rekening tempat
penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
untuk menampung seluruh penerimaan negara dan
membayar seluruh pengeluaran negara pada bank
sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening  tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD
adalah rekening tempat penyimpanan uang

Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
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30.

penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank umum yang
ditetapkan.

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya
disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai
kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa
yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi
dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19).

Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 23 diubah, sehingga

Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Pasal 23
Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui
RKUD.
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa
setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
Pemotongan Dana Desa setiap Daerah
kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan
surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari
bupati/wali kota.
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan
ketentuan:
a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40%
(empat puluh persen);
b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40%
(empat puluh persen); dan
c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20%
(dua puluh persen).
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri
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dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60%
(enam puluh persen); dan

b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40%
(empat puluh persen).

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan status Desa hasil penilaian yang
dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 24 diubah,
sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24
(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran
dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:
a. tahap I berupa:
1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata
cara pembagian dan penetapan rincian
Dana Desa setiap Desa;
2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan
dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan
c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa sampai dengan tahap
II menunjukkan realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen) dan capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 50%

(lima puluh persen);



2020, No.384

-10-

2. laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
dan

3. Peraturan Kepala Desa mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat BLT
Desa.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran
dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata
cara pembagian dan penetapan rincian
Dana Desa setiap Desa;
peraturan Desa mengenai APBDes; dan
surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
dan

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya,;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen);

3. laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
dan

4. Peraturan Kepala Desa mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat BLT
Desa.

(3) Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk
menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
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angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh
Desa, dan wajib disampaikan pada saat
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
tahap I pertama kali.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b
angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase
capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan huruf ¢ dan ayat (2) huruf b
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan
keluaran, dan capaian keluaran.

Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan
dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh
bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota
atau pejabat yang ditunjuk.

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy)
dan/atau dokumen elektronik (softcopy).

Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang
disediakan oleh Direktorat Jenderal

Perbendaharaan.

Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) Pasal

yaitu Pasal 24A dan Pasal 24B, yang berbunyi sebagai

berikut:

(1)

Pasal 24A
Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I,
Dana Desa disalurkan dengan  persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1),

dengan tambahan ketentuan:



2020, No.384

-12-

Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan

dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan

besaran dan persyaratan setiap bulan masing-
masing:

1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas
persen), dengan persyaratan Peraturan
Kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Desa;

2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas
persen), dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen),
dengan persyaratan laporan pelaksanaan
BLT Desa bulan kedua;

Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III

dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23

ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);

dan

Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT

Desa.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):

a.

Untuk Dana Desa yang diterima belum

dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap
[II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam
Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi
persyaratan  penyaluran = sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk
BLT Desa; dan

Untuk Dana Desa yang diterima sudah

dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara
bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan,

dengan besaran dan persyaratan setiap
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bulan masing-masing;:

a) bulan pertama sebesar 15% (lima
belas persen), dengan persyaratan
Peraturan Kepala Desa mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Desa;

b) bulan kedua 15% (lima belas persen),
dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Desa bulan
pertama; dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen),
dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk

BLT Desa.

Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):

a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan
sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan
memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
dan

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT
Desa.

Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD

secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) maupun penyaluran

secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT

Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat

menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 24B
Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur
Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan
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persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

ayat (2), dengan tambahan ketentuan:

a.

Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan

dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan

besaran dan persyaratan setiap bulan masing-
masing:

1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh
persen), dengan persyaratan Peraturan
Kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Desa;

2. bulan kedua 20% (dua puluh persen),
dengan persyaratan laporan pelaksanaan
BLT Desa bulan pertama; dan

3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen),
dengan persyaratan laporan pelaksanaan
BLT Desa bulan kedua;

Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan

sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) dan

memenuhi persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);

dan

Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT

Desa.

(2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur

Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (5):

a.

Untuk Dana Desa yang diterima belum

dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Penyaluran Dana Desa  tahap II
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam
Pasal 23 ayat (5) dan memenuhi
persyaratan  penyaluran  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk
BLT Desa;

Untuk Dana Desa yang diterima sudah

dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
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1. Dana Desa tahap II disalurkan secara
bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan,
dengan besaran dan persyaratan setiap
bulan masing-masing:

a) bulan pertama sebesar 15% (lima
belas persen), dengan persyaratan
Peraturan Kepala Desa mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Desa;

b) bulan kedua 15% (lima belas persen),
dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;
dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen),
dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk
BLT Desa; dan

Dana Desa yang diterima dan belum

dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk

mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat
mengajukan permohonan penyaluran Dana

Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (2).

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 25 diubah,

sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 25

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

(1), kepala desa menyampaikan dokumen

persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota,

dengan ketentuan:

tahap [ berupa peraturan Desa mengenai

APBDes;
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tahap II berupa laporan realisasi penyerapan

dan capaian keluaran Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya; dan

tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa sampai dengan tahap
II  menunjukkan realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen) dan capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 50%
(lima puluh persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting

tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

ayat

(2), kepala desa menyampaikan dokumen

persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota,

dengan ketentuan:

a.

tahap [ berupa peraturan Desa mengenai

APBDes; dan

tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen); dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting

tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b

angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase

capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
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Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan,
uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan,
dan capaian keluaran.

Bupati/wali kota melakukan verifikasi kesesuaian
dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi
penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), bupati/wali kota menyampaikan
dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang
layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap
minggu.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input
data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel
referensi kepada bupati/wali kota untuk dilakukan
pemutakhiran.

Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang

ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) Pasal

yaitu Pasal 25A dan Pasal 25B, yang berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasar 25A
Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4),
kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan

ketentuan:
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Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan

dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan

besaran dan persyaratan setiap bulan masing-
masing:

1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas
persen), dengan persyaratan Peraturan
Kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Desa;

2. bulan kedua 15% (lima belas persen),
dengan persyaratan laporan pelaksanaan
BLT Desa bulan pertama; dan

3. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT
Desa bulan kedua;

Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III

dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23

ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);

dan

Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT

Desa.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):

a.

Untuk Dana Desa yang diterima belum

dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap
[II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam
Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi
persyaratan  penyaluran = sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk
BLT Desa; dan

Untuk Dana Desa yang diterima sudah

dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara
bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan,

dengan besaran dan persyaratan setiap
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bulan masing-masing;:

a) bulan pertama sebesar 15% (lima
belas persen), dengan persyaratan
Peraturan Kepala Desa mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Desa;

b) bulan kedua 15% (lima belas persen),
dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Desa bulan pertama,;
dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen),
dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk

BLT Desa.

Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):

a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan
sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan
memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
dan

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT
Desa.

Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD

secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) maupun penyaluran

secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT

Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat

menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 25B
Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur
Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan
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ketentuan:

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan
dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan
besaran dan persyaratan setiap bulan masing-
masing;:

1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh
persen), dengan persyaratan Peraturan
Kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Desa;

2. bulan kedua 20% (dua puluh persen),
dengan persyaratan laporan pelaksanaan
BLT Desa bulan pertama; dan

3. Dbulan ketiga 20% (dua puluh persen),
dengan persyaratan laporan pelaksanaan
BLT Desa bulan kedua;

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan

sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) dan
memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
dan

Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT

Desa.

(2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur

Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (5):

a.

Untuk Dana Desa yang diterima belum

dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Penyaluran Dana  Desa  tahap II
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam
Pasal 23 ayat (5) dan memenuhi
persyaratan  penyaluran = sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk
BLT Desa.

Untuk Dana Desa yang diterima sudah

dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
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1. Dana Desa tahap II disalurkan secara
bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan,
dengan besaran dan persyaratan setiap
bulan masing-masing:

a) bulan pertama sebesar 15% (lima
belas persen), dengan persyaratan
Peraturan Kepala Desa mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Desa;

b) bulan kedua 15% (lima belas persen),
dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;
dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen),
dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk
BLT Desa; dan

c. Dana Desa yang diterima dan belum
dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk
mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat
mengajukan permohonan penyaluran Dana

Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (2).

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 disisipkan 1

(satu) ayat yaitu ayat (1A), sehingga Pasal 32 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 32
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk
membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat  ditujukan  untuk = meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan

kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja
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Pemerintah Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam
rangka menanggulangi dampak ekonomi atas
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
antara lain berupa:

a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19); dan/atau

b. jaring pengaman sosial di Desa.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Dberpedoman pada  prioritas
penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi.

8. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal

yaitu Pasal 32A, yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 32A
Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) huruf b, berupa
BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak
mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan
melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1);
Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang
berdomisili di Desa bersangkutan; dan
b. tidak termasuk penerima bantuan Program
Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan
Kartu Pra Kerja.
Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari
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Kementerian Sosial.

Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus
ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per
bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga)
bulan.

BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
dianggarkan dalam APBDesa paling banyak sebesar
35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang
diterima Desa yang bersangkutan.

Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana
Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat
persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota.
Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan,
penetapan data keluarga penerima manfaat BLT
Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi.

Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 34

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1A) dan ayat (2) setelah
mendapat persetujuan bupati/wali kota.

Dalam memberikan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dbupati/wali kota
memastikan pengalokasian Dana Desa untuk
kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi

dan/atau kegiatan pembangunan dan



2020, No.384

10.

11.

(3)

-24-

pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
Persetujuan bupati/wali kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi

rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 35
Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan
Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT
Desa.
Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  dapat
melakukan pendampingan atas penggunaan Dana
Desa.
Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman

yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal

yaitu Pasal 47A, yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 47A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan
dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2),
dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran
Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;

Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak
menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A
ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana
Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana
Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun

anggaran berikutnya.
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Mengubah Lampiran huruf c format laporan realisasi
penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa pada Pasal
50 dan menambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf h,

sehingga Pasal 50 huruf h berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Ketentuan mengenai:

h. format laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 25A,
dan Pasal 25B,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Kepala desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif
sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan
atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran
berikutnya dengan bupati/wali kota paling lambat
minggu kedua bulan Oktober 2020.

(2) Kepala desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018
hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober
2020.

(3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di
RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat
bulan Juli 2020.

(4) Bupati/wali kota melakukan rekonsiliasi dengan
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa
tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor
oleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015
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sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke
RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
Bupati/wali kota menyetorkan sisa Dana Desa di
RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan
Desember 2020.

Dalam hal bupati/wali kota tidak menyetorkan sisa
Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa
Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana
Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun
anggaran berikutnya.

Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana
Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan atas nama Menteri
Keuangan.

Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran
2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak
dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020,
sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat
penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran
2020.

Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan
realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Desa tahun anggaran sebelumnya.

14. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) Pasal

yaitu Pasal 53A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka

pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur
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Jenderal Perbendaharaan baik secara bersama-sama

maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.

Pasal II

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran

2020:

a. yang telah disampaikan oleh kepala desa kepada
bupati/wali kota dan/atau sudah diajukan ke KPPN;
dan

b. yang telah disampaikan oleh bupati/wali kota
kepada KPPN namun diperlukan
penyesuaian/perbaikan dokumen,

penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tersebut

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana

Desa.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 April 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



2020, No.384

-20_

..... isp c0 |1 1

...... NVIVIDHX 10 |1 1

..... ONVJIg 808 T T
NVHV.INTSTNAd

NVVAIVOONTETIANAd DNVAIE L
VINVTEE

NV.IL.VdVONAd HVTAOP

VEHEA YNVA 11zl #
AAASNVAIL ¥
NV.LVdVANAd b
ST 1 €1 zl T1 ot [ £L-9-8 2 9 s 14 € z T
dy bio | dy 1TeH Surein dy ~dy ~dy P _o 7 q 7 e o T_ 7 -]
Yraad NVHV 1T NYVVAVONAd | NVEVATIIE | NVEvQ1ad
L 118 | wan | mvan | 1svang | YOVNEL | NVIVAVO % VSIS ISVSITVAd | NVIVDONY vavo AWNTOA AL AR ¢ !
Furuayay
dy esa(] nSeg
............ V.LOM/NALYVdNTGvI
.................. NV.LYINVOE
...................... VSEQ HV.INRIEWED
.............. NVEVDONY NOHVL " JVHV.L
VSAA VNVA NVAVATIN NVIVdVO NVA NVdVEIANA ISVSITVAE NVI0dV]
VSHd VNVA NVAVNTHI NVIVAVD NVA NVAdVATANId ISVSTIVHA NVIOdVT LVINIOA D
VSHA VNVJ NVVTIOTHONHJ
DNV.INHL 6102/ L0 SINd/S0T JONWON NVONVIHA

RIAINAN NVANLVAAd SVLV NVHVENIAd DNVINAL
0Z0T/ L0 MINd /0¥ FAONON

VISANOQNI JAr19NdTd NVONVNAA [MALNTN NVANLVIAL
NYAIINVYT




-30-

2020, No.384

ednpia], el elueeg

10

00

ednpJaa], ¥el, eliereg

00

ednpio], el elueeg

00

VNVONHI NVONVINDDONVNEL

00

VNVONIH
NVONVINDONVNId DNVIIE 908

veaa
MVSHANAN NVA LVANAVA NVVAVEI
‘VNVONTI NVONVINOONVNAL DNVAIL

[4¢]

...... NVILVIDHN

10

..... DNVJIg 808

V8Hd NV.LVIVIVASVINIM
NVVAVOAIIINAd DNVAIF

(4]

...... NVY.LYIODHA

10

..... ONValg gns

VSEa
NVILVIVIVASVINAH NVVNIGIWHd DNVAIE

[4e]

...... NV.LVIDHX

10

..... ONVAaIdg gns

vsada
NVNNONVENId NVVNVSHVTIEd DNVAIE




2020, No.384

-31-

I8P Y veng 114

ewelssd wemd 14

{x (119) Feun], Suns8ue wenjueqg |

e3npJo], ¥el, elfuepg | 10 00
ednpia], el elieeg 00
ednpJaa], ¥e, eliereg 00
AVSHANHN NVVAVHY 00
AVSHANTIN NVVAVEH HDNVJIF 908
e3nploL ¥el, eluepg | 10 00
ednpia], el elueeg 00
e3npIa] el efirereg 00
LVANAVA NVVAVHEM 00

LWVREMVA NVVAVEMY ONVAIE 908

(1P 9

(x wreplapIsIa/ (1ezn e s
puey) yndospuy uelenqusd ‘g

(x (18D ‘wemelay NN JdY “ISeR)
LI ueSunpuisd Je[y ueeipaiusd '+

(x HIPUEI
eUIrErey] /L] 188[0s] Sueny ugjenquad "¢

{x weleqo-12qO UBRIpaAU] 7

{» BS2(T TEISOS
SEISE] URP WNUWN §BIse] 1SesLag 1




-32-

2020, No.384

esa eredoy]

“uererdey eureu uep uesowousd eped 1eydusu Mepl], {x

(NVVAVIGINAd
VONVIEd - NV.LVAVANEJ)

HVTNAr

NVVAVISINAd HV TN

©s3(] PO TEelIsAus] 1 lzlzlo
esa(] [EPOIN Ueelraiusg 7 e |9
ueeARIqUIDd Uweren(afusd Z |9
NVYVAVISINAd 9




2020, No.384

-33-

(sejruens]) euesy el ee) sued uerenpesy] edeloaq : [esIUl ‘Uegduriales Uedusp ISP G WO[OY Al
“BS3(] MeSepUR ue(] jeinie( ueepesy ‘eueousqg uelSugnSSueusd Sueprg 3ueplq eped ese vued uejerdey yniun eLuey ISup
Sued jeeruewr ewinauad BSrenyas] vpedsy reun SunsdueT wernueqg urerSold Tersos veurefuad Surre ueeuesyend exSuer urerep 1 Uep £ WO[OY 11
“Bsa( UeuNSuRqUIS]
ueeuesieRd dueprd eped esa BUEB UEBlBLFas ynijun eAuey sup sued yiom 4o0f ysovo ueisold ueeuesyeRd exisusl wWelep g1 Uep ‘I1 ‘0T WO[OY 01
%007 IBsagas ‘0o Uep Ueleldal] urveuesye[ed uelodeT -
uep ‘9,08 JBS2as ‘BUBSYB[IS] UB[9) UBIBLdRY -
‘040G Iesages ‘aeleduad 1seuniyuoy uep ueyijeled einesad Jeyep ‘uejerdey ueeuesyepRd ueduepun -
fo40€ TesaqRs ‘Uelediur Uep ‘Uereses /1981e) ‘sesol ‘Uen[n ‘Sueselsq Ieie] yenwew Sued el1sy mwenoe edueIad/elIay s8I0 ueresa[eAusd -
Tered ueSuap SuninyIp YISy uou ueleldely q
010] uep uweluede] 1p M1sT Ueresaeiuad weSuequiadiad rensas Sunjymp sy wesuequaduad /ueereyrsuiad /ueuniuequiad ueierdsy
nyeq reSeqes ueluningiad veSusp veren(ay ueredeo asejuasiad ueluep I1SOp 6 WOOY 6
yeidny uenjes wrerep sesieal uep ueled3ue vleiue UISEs UE3Usp ISIP g WOOY] Q
yerdny uenjes werep sesijeal yerwnf ueduap ISUp / Woo3] z
erdny uenjes urerep uetedsue yeiwnl uedusp SIp 9 WO[OY 9
[enisfenuoy ‘ejofesiems [Jesiy ‘ueepedusd BIed UedUsp ISOp ¢ WOo0Y c
I9jeW )OS TSIy "ueren@s uenjes uep yerwnl pis) 3uek uerenyas] swnjoa yeun uedusp ISOp  WOo0 +
uglep ueunNdueqUIa [ESIN "UBIEN[aY UBleIn Uedusp ISUp ¢ WOoo)] e
esx(] eue(] ueyeunssuew Suek useleiquiad uep elueleq ‘ueiedepuad uerein ueduep 1SUP 7 WOOY z
esa(] ddV UeBuep rensas SUrUeyay] 2poy uedusp ISIp | WOooy T
uerein JOUWION

VSId VNVA NVIVATIN NVIVdAYO NVA NVdVITANId ISYSI'TVHEY NVIOdV1
NVISIDNAd MNCNALAd




-34-

2020, No.384

N || 1 [© |~ |0 |[O

2

s 4 €

TOINAL
AV /NVONVI, VANVL

IIAVMARN DNVA
NVVINIIANAd TYOONV.L NVVINIIINAdL HYTANNL / VOAVNATT VIVAES VINVN

AIN

ON

................................................. NV LYINVOEI " r o rrrreesesessssensasssssornanaessss gy
(vSaa-17149) VSAA IVNAL DNASONVT NVNINVE NVVNVSHVIAd NVIOdV'T

VSHA IVNNL DNASODNVT NVALNVE NVVNVSHVTId NVIOdVT LVINIOJ "H




2020, No.384

LLVMVAANI INVATION IS

ph

‘VISANOANI JAITINdd NVONVNIIN NALNTNW

-35-

(vild) ISVY/ ANV
AVAVANAN ONVA

V58Hd vIVdIA
INHV.LADNHN

VSHA SYIAV.LHINHS
HATO ISVIATIHAIA HYTHL






